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ABSTRAK

Lurah merupakan perangkat daerah tingkat kelurahan yang memiliki peran
penting dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.
Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur
bahwa tugas dan fungsi lurah adalah membantu camat dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.
Fungsi dan kewenangan lurah merupakan aspek penting dalam
mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan
dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai pimpinan pemerintahan
di tingkat kelurahan, lurah memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas-
tugas. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Pertama,
Bagaimana fungsi dan - kewenangan. lurahdalam mengkoordinasikan
penyelenggaraan Kegiatan- di kelurahan ~pasar ‘-ambacang;, Kedua, Bagaimana
konsep yang ideal fungsi dan kewenangan lurah dalam mengkoordinasikan
penyelenggaran kegiatan pemerintahan di kelurahan pasar ambacang. Metode
penelitian dalam skripsi ini ialah metode yuridis empiris yakni penelitian hukum
mengenai bagaimana fungsi dan kewenangan lurah dalam mengkoordinasikan
peyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kelurahan pasar ambacang. Data
dikumpulkan dengan cara wawancara secara langsung kepada Lurah dan
Sekretaris Lurah Kelurahan Pasar Ambacang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa
lurah dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya dalam mengkoordinasikan
penyelenggaraan pemerintah di /Kelurahan Pasar Ambacang sudah terlaksana
dengan baik. Adapun yang kedua yakni konsep yang ideal terkait fungsi dan
kewenangan lurah dalam “mengkoordinasikan penyeleggaraan kegiatan
pemerintahan di masa yang akan datang adalah adanya perluasan fungsi dan
perluasan kewenangan lurah itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa perlu
adanya penyempurnaan konsep guna untuk terus memperbaiki fungsi dan
kewenangan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan.



